
PERATURAN BUPATI PURWOR&IO
NOMOR 79 TAHUN 2031

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KER.JA

UNIT PEI.AKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWORF^IO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORF^IO,

Menimbang a. batrwa unhrk melahsanakan ketenttran Pasal 5 ayat
(1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Rrrworejo Nomor L4 Tatrun 2OL6 tentang
Pembenhrkan dan Susunan Perangkat Daeratr
Kabupaten hrrworejo sebagaimana'telah diubah
dengan Perahrran Daerah Kabupaten hrrworejo
Nomor 1 Tatrun 2OLT tentang Pembahan Atas
Perahrran Daerah l(abupaten h.rrworejo Nomor 14
Tahun 2OL6 tentang Pembenttrkan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten hrrworejo, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2016
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan F\rngsi serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Rrsat Kesehatan Masyaiakat pada
Dinas Kesehatan Ihbrrpaten hrrworejo; 

-

b. b_ahwa dengan berlalnrnya Perahrran Menteri
Kesehatan Nomor 43 Tatrun 2Ol9 tentang hrsat
Kesehatan Masyarakat, maka .Perahrran Bupati
sebagdimana dimaksud pada huruf a, sudah tiaat
sesuai lagi dan perlu diganti dengan menerbitkan
Peraturan Bupati yang barr.;

c. bahwa berdasarkan' pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada humf a dan huruf b; perlu
menetapkan Perahrran Bupati tentang Kedudukan,
S3qrnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Unit Pelakana Teknis fusat Kesehatan
Masyarakat pada Dinas Kesehatan l(abupaten
hrrrnrorejo.
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Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun L945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daeratr Kabupaten Dalam
Linglnrngan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O
tentang Cipta Kerja (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor lL4,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan
Perahrran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OL9
tentang Perubatran Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9
Nomor 187, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6aO2l;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2Ol7 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasilikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL7 Nomor a51);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2Ol9 tentang Rrsat Kesehatan
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 43);

7. Perahrran Daerah I(abupaten Rrrworejo Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah I(abupaten Ruworejo (Lembaran
Daerah Kabupaten Rrrworejo Tahun 2016 Nomor
L4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
hrrworejo Nomor l4l sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rrrworejo
Nomor I Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Rrrworejo Nomor 14
Tatrun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah I(abupaten Rrrworejo (Lembaran
Daerah Kabupaten Ru'worejo Tahun 2Ol7 Nomor
1, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten
Rrrworejo Nomor 1);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PEI,AKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWORE"IO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati selegei unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut DINKES, adalah Dinas

Kesehatan Kabupaten Purworejo,
5. Kepala Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kepala DINKES,

adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang

selanjutnya disebut UPT Puskesmas merupakan unit organisasi
bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara
profesional.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, yang
selanjutnya disebrrt Kepala Puskesmas, adalah kepala unit kerji
pada Dinas Kesehatan yang dljabat oleh pejabat fungsional tenaga
kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

8. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM
3aa!n setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya ilasalah

- kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.9. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UXR
3d"1+ suatu kegiatan dan/atau serangtaian tbgiatan fiehy"rankesehatan- yang ditujukan untuk piningkatan, peircegaharr,
penyembulrg! penyakit, pengurangan plnderitaan aki6at pe-nyakii
dan memulihkan kesehatan perseorangan.

1O. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut
Jabatan Fungsional, gdalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkln
pada keahlian dan keterampilan tertentu.
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BAB II

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPI Puskesmas pada
DINKES.

(2) UPT Puskesmas di Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari :

a. UPT Puskesmas Grabag;
b. UPT Puskesmas Ngombol;
c. UPT Puskesmas Bragolan Purwodadi;
d. UPT Puskesmas Bubutan Pursrodadi;
e. UPT Puskesmas Bagelen;
f. UPT Puskesmas Dadirejo Bagelen;
C. UPT Puskesmas Kaligesing;
h. UPT Puskesmas Cangkrep Purworejo
i. UPT Puskesmas Mranti Purworejo;
j. UPT Puskesmas Purworejo;
k. UPT Puskesmas
l. UPT Puskesmas
m. UPT Puskesmas Bayan;
n. UPT Puskesmas Kutoarjo;
o. UPT Puskesmas Semawung Daleman Kutoarjo;
p. UPT Puskesmas Wirun Kutoarjo;
q. UPT Puskesmas Butuh;
r. UPT Puskesmas Sruwohrejo Butuh;
s. UPI Puskesmas Kemiri;
t. UPT Puskesmas Winong Kemiri;
u. UPI Puskesmas Pituruh;
v. UPT Puskesmas lGranggetas Pituruh;
w. UPT Puskesmas Bruno;
x. UPT Puskesmas Gebang;
y. UPT Puskesmas loano;
z. UPI Puskesmas Loano; dan

aa. UPT Puskesmas Bener.

KATEGORI PUSKESMAS

Pasal 3

(1) Dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkanpada kebutuhan dan kondisi masyarakat, UPT Puskesmas dapat
dikategorikan berdasarkan:

wilayah kerja; dan
pelayanan.

Seborokrapyak Banyuurip;

m

a.
b.
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(2) UPf Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi UPT
Puskesmas kawasan perkotaan dan UPT Puskesmas kawasan
perdesaaan.

(3) UPT Puskesmas berdasarkan kemampuan pelayanan sebagairrrang
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi UPT Puskesmas nonrawat
inap dan UPf Puskesmas rawat inap.

(4) Ihtegori UPI Puskesmas dimaksud pada ayat (1)
harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagran Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

(1) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (11,
unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan

yang bekerja secara profesional.

(2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala DINKES.

(3) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Puskesmas.

Bagian Kedua
T\rgas

Pasal 5

UPI Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebdakan kesehatan
untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga
Ftrngsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UpT
Rrskesmas menyelenggarakan fungsi:

UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
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b.
c.
d.

UKP tingkat pertama di wilayah kedanya;
ketatausahaan UPf Puskesmas; dan

tugas Lain yang diberikan oleh Kepala DINKES sesuai
dengan tugas dan fungsi.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri dari:
a. Kepala Puskesmas;
b. Kepala Tata Usaha;
c. Penanggung Jawab; dan
d. Kelompok Jabatan

(2) Bagan Organisasi UPT Puskesmas adalah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam La.mpiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

lqgian Kedua
Kepala Puskesmas

(1) UPT Puskesmas
Pasal 8

oleh Kepala Puskesmas yang
pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan diberikan tugas
tambahan.

(2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1)merupakan
penanggung jawab atas seluruh kegiatan di UPT
Puskesmas, kepegawaian di satuan kerjanya,
pengelolaan keuangan, dan pengelolaan prasarana, dan
peralatan

Bagian Ketiga
Kepala Tata Usaha

Pasal 9

(1) Kepala Tata Usaha berkedudukan di bawah dan
kepada Kepala Puskesmas.

bertanggung jawab

(2) Kepala Tata Usaha dimaksud dalam ayat (1) memiliki
tugas dalam perencanaan dan
perkantoran UPf Puskesrnas.
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(3) Kepala Tata Usaha merupakan tenaga kesehatan yang diberikan
tugas tambahan.

(a) IGiteria Kepala Tata Usaha yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat
paling rendah Diploma III yang memahami administrasi

keuangan dan sistem informasi kesehatan.

Pasal 1O

Tugas Kepala Tata Usaha s6legaimnn4 dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2), meliputi:
a. melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi pelaporan;
b. melaksanakan administrasi keuangan;
c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
d. melaksanakan urusan rumah tangga;
e. melaksanakan urusan tata usaha;

pelaksanaan tugas;
c. tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Puskesmas

Keempat
Penanggung Jawab

Pasal 11

f.

(1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1)
huruf c paling sedikit terdiri atas:
a. Penanggung jawab UKM dan keperawatan
b. Penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan
c.

puskesmas;

kesehatan masyarakat;

jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring

jawab prasarana, dan peralatand.

e.
puskesmas; dan
Penanggung jawab mutu.

membawahi

(2) Penanggung Jawab sebqgaimana dimaksud dalam ayat (1) berada
dibawah dan awab kepada Kepala Puskesmas.

(s) jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
pelayanan.

(4) |_glaiq penanggung jawab sebagairneura dimaksud pada ayat (l) dan(21 dapat dibentuk penanggung jawab lainnya Udraai#kan
kebutuhan puskesmas dengan persetujuan kepala DINXBS.

*","**tiflffi [il'ffi gsio,,ar

Pasal 12

(l) Kelompok Jabatan Fungsional di bawah dan
kepada Kepala Puskesmas.
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(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagsimsns dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh seorang Tenaga F\rngsional senior sebagai ketua.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya.

(4) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (3)

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dilakukan sesuai ketentuan peraturan
undangan.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai
dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undErngErn.

BAB VII

TATA KER.IA

Pasal 14

Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab dalam
melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
undangan dan keb[jafran yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab dalam
melaksanakan tugasnya prinsip-prinsip manajemenyang meliputi perencanaan,
monitoring, evaluasi
masing-masing.

dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha,
dan Jawab wajib prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPI Puskesmas yang

maupun antar satuan organisasi sesuai dengan
pokok masing-masing.

rd

tugas
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(2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelenggaraan tugas
UPT Puskesmas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi
Camat, harus dikoordinasikan dengan Camat setempat.

Pasal 17

(1) Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab
bertanggung jawab dalam memimpin, dan
memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan
tuga.s bawahan masing-masing.

(2) Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab
wajib mengikuti dan mematutri petunjuk-petunjuk dan bertanggung
jawab pa.da atasan masing-masing serta menyampaikan laporan
tepat waktu.

(3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Us$a dapat menyampaikan
tembusan laporan kepada satuEln organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

(a) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Puskesmas, Kepala Tata
Usaha dan Penanggung Jawab dari bawahan dapat diolah dan
dipergunakan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan
bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB IX

KEPAGAWAIAN

Pasal 18

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepega.waian diatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan Kelompok Jabatan
diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan
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BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2O

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 93 Tahun 2O16 tentang Pembentukan, Kedudukan,
Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Purvorejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 93
Seri D Nomor 3O), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengu.ndangan
Peraturan daerah ini dengan
Kabupaten Punrorejo.

penempatannya dalam Berita Daerah

di : Purworejo
pada tanggial : 23 S el,t enber 2321

I PURIIIORE.IO,

t

AGUS BASTI,AN

Diundangkan di : Puworejo
pada tanggal : 13 Septem5er ?C21

SEKRETARIS DAERAH UPATEN PURWORE.IO,

€ sero RoMADHoN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORE.IO
TAHUN2'2I NOMORTg SERI! NOMOR 26
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BAGAI| ORGAIYISASI T'I{IT PELAIIA/UIA TEI{IYIS L{MPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR?g TAHUN 2O:1
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERfATATA KER.JA UNIT
PEI"AKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWORE.IO

f BUPATI PURWOREJOI

KEPALA
PUSKESMAS

KELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL KEPALA

TATA USAHA

PENANGGUNGJAWAB
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